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Babinsa Kebon Baru Kawal Pelantikan
Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Kota
Cirebon
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Babinsa Kebon Baru Monitoring Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pelantikan Dewan Pengawas serta Direksi
BUMD Kota Cirebon Tahun 2026

Kota Cirebon — Babinsa Kelurahan Kebon Baru Koramil 1404/Kejaksan Kodim
0614/Kota Cirebon, Serda Susilo, melaksanakan monitoring kegiatan



Penandatanganan Kontrak Kinerja serta Pelantikan Dewan Pengawas dan
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon Tahun 2026, Jumat
(31/7/2026).

Kegiatan berlangsung di Ruang Adipura Kencana, Balai Kota Cirebon, Jalan
Siliwangi Nomor 84, RW 06 Tanda Barat, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan
Kejaksan, Kota Cirebon.

Agenda tersebut dipimpin oleh Wali Kota Cirebon sebagai bagian dari upaya
memperkuat tata kelola BUMD melalui pelantikan pejabat baru sekaligus
penandatanganan kontrak kinerja.

Kontrak kinerja menjadi bentuk komitmen Dewan Pengawas dan Direksi BUMD
dalam mencapai target, menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta
menjalankan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Serda Susilo melaksanakan pemantauan untuk
memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Kehadiran Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI AD terhadap kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus upaya menjaga situasi
keamanan dan ketertiban wilayah binaan.

Serda Susilo mengatakan bahwa monitoring terhadap agenda pemerintahan
merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pembinaan teritorial.

“Monitoring ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam mendukung setiap
kegiatan pemerintahan agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Sinergi antara TNI,
pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus terus dijaga demi
terciptanya stabilitas wilayah,” kata Serda Susilo.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara aparat kewilayahan, pemerintah
daerah, dan unsur terkait sangat diperlukan agar setiap kegiatan strategis dapat
berlangsung sesuai rencana serta memberikan rasa aman kepada seluruh
peserta.

Danramil 1404/Kejaksan, Kapten Arm Toto, menyampaikan bahwa Koramil
berkomitmen mendukung setiap agenda pemerintahan yang dilaksanakan di
wilayah binaan.

“Koramil 1404/Kejaksan berkomitmen mendukung setiap agenda pemerintahan
di wilayah. Kehadiran Babinsa di lapangan merupakan bentuk nyata pengabdian
TNI dalam menjaga keamanan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah
daerah,” ujarnya.

Komandan Kodim 0614/Kota Cirebon, Letkol Arm Drajat Santoso, S.Kom.,
M.Han., menegaskan pentingnya dukungan aparat kewilayahan terhadap
kelancaran kegiatan pemerintahan.

“Setiap kegiatan pemerintahan yang berlangsung di wilayah harus mendapat
dukungan penuh dari aparat kewilayahan. Babinsa hadir untuk memastikan
situasi tetap aman, kondusif, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh
peserta kegiatan,” tutur Dandim.



Komandan Korem 063/Sunan Gunung Jati, Kolonel Inf Hista Soleh Harahap,
S.I.P., M.I.P., M.Han., mengatakan bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah
daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Sinergitas antara TNI dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam
menciptakan stabilitas wilayah. Kehadiran aparat teritorial di setiap kegiatan
strategis merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat,” tegas Danrem.

Sementara itu, Pangdam lll/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E., M.M.,
menekankan agar prajurit kewilayahan senantiasa hadir dan memberikan
dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan
masyarakat.

“Prajurit Kodam IlI/Siliwangi harus senantiasa hadir di tengah masyarakat,
mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan
rakyat, serta menjaga keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama
pembangunan daerah,” ujar Pangdam.

Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara TNI AD dan Pemerintah Kota Cirebon
diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi
pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif.
(PERS)



